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ABSTRACT

Female legislator knowledge about gender is one of the problem in Indonesia, especially at
Regional House of Representative (as known as DPRD) Nusa Tenggara Timur. This research aims to
find out the understanding from two female legislators at Commission V DPRD Nusa Tenggara Timur
to responses the overseas workforce gender issues and how they fight for this case at commission
meeting. This research used some theories, first Liberal Feminism theory by Merry Wollstonecraft.
Second, Political Representatives theory by MicHEISaward. And the last is Rational Comprehensive
theory by Hoogerwerf. This research also used Descriptive qualitative method which is to find the
data by observation, interview and document. Result from this research is the female legislators at
Commission V DPRD Nusa Tenggara Timur already understand about gender and they do their
duties and responsibilities as appropriate. Their performance has shown their ability and also the
other females legislator from another commission to understand about gender issues and how to
resolves the gender bias of Indonesia overseas workforce. The outcome from this understanding and
female legislator performances at Regional House of representative NTT 2014-2019 is a local
regulation has ratified by 2016. The local regulation content talk about Indonesian workers services
and control , especially control and mechanism for Indonesia labor abroad.

Keywords:Gender and Legislation Process

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dalam pemilu 2009 dan pemilu 2014

Anwar Pua Geno (Ketua), Nelson O Matara
(Wakil Ketua), Gabriel K Beri Bina (Wakil
Ketua) dan Alexander T Ofong (Wakil Ketua).

partisipasi perempuan dalam mengikuti pesta
Terdapat sembilan fraksi di DPRD

periode sebelumnya, ini bisa kita lihat dari Provinsi NTT periode 2014-2019, total fraksi

4 sebelumnya yang hanya berjumlah tujuh

demokrasi di provinsi NTT meningkat dari

hasil pemilu 2009 vyang memiliki

keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi [Taksi menjadi sembilan. Jumlah tersebut,
NTT dan di 2014 menjadi 7

keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi

delapan diantaranya adalah fraksi murni,

pemilu
sedangkan satunya adalah koalisi antara PKS

NTT. Dari 7 keterwakilan perempuan ini dan PKPI. Untuk meraih satu fraksi murni,

mereka dari berbagai fraksi, namun di periode
2014-2019 keterlibatan perempuan dalam
bagian yang strategis di DPRD seperti ketua
atau wakil ketua belum terwujud, mereka
hanya menjadi anggota. Periode 2014-2019
terdapat 65 anggota DPRD yang terpilih dari
berbagai dapil di NTT, dari 65 anggota ini

mereka di pimpin oleh 4 orang laki-laki yaitu;

—-

satu fraksi minimal memiliki lima anggota.
Dari 9 fraksi yang terbentuk ini keterwakilan

empuan hanya terdapat di 7 fraksi yaitu
Partai Perjuangan,
Partai Partai
Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional,

Demokrasi Indonesia

Gerakan Indonesia Raya,
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan
Karya dan partai Hati Nurani Rakyat. Fraksi

yang terbentukpun di ketuai oleh anggota




DPRD laki-laki, Hugo Rehi Kalembu (Golkar),
Gusti Beribe (PDI
(Gerindra),
(NasDem), Yucun Lepa (PKB), Angelino Belo
da Costa (PAN), dan Jimmi Sianto (Hanura).

Perjuangan), Herman

Banoet Johny Army Konay

Kehadiran perempuan seharusnya
bisa menyuarakan kasus yang terjadi terkait
dengan permasalahan perempuan di tengah
masyarakat dalam

rapat pembahasan

pembentukan perda dalam komisi sehingga

dari rapat  komisi bisa membawa
permasalahan ini sampai sidang paripurna.
Sampai dengan tahun 2016 DPRD Provinsi
NTT sudah mengeluarkan 4 perda dari sidang
paripurna. Dari ke 4 perda ini kita bisa melihat
yang
masyarakat di bahas oleh DPRD Provinsi
NTT. Tahun 2016 anggota DPRD perempuan
aktif dalam

membahas

sejauh mana kasus terjadi  di

cukup setiap rapat untuk
yang terjadi di

masyarakat dan cukup menyuarakan hak

masalah

mereka sebagai wakil rakyat di parlamen,
pada tahun 2016 ini bisa kita lihat empat
perda yang di keluarkan pada tahun 2016.

Empat perda yang di sahkan salah

satunya terkait dengan pelayanan dan
pengawasan tenaga kerja Indonesia ( Nomor
7 Tahun 2016).

menjawab  keluhan

Perda ini dalam rangka
masyarakat tentang
persoalan human frafficking, masalah tenaga
kerja di Provinsi NTT. Contoh kasus pada
kamis, 25 september 2014 aksi tim gabungan
LSM, Kementrian Hukum dan HAM dan
DPRD NTT

penampungan 25
(TKI)

surat-surat yang

menggeledah rumah

calon tenaga kerja

Inonesia asal Sumba vyang tidak

memiliki lengkap untuk

menjadi TKI di Luar Negeri. Persoalan TKI
sampai dengan saat ini menjadi masalah bagi
masyarakat Nusa Tenggara Timur dan belum
menjadi perhatian khusus dari pemerintah
terkait sehingga kasus demi kasus terus
bermunculan. Sepanjang tahun 2016 puluhan
peti mati berisi jasa TKI yang bekerja di Luar
Negeri dikirim ke NTT dengan berbagai
macam masalah yang meninpa mereka di
Seperti
Tempo.co kupang Nusa

tempat kerja. yang dikutip dari
Tenggara Timur
menjadi Provinsi di Indonesia yang menjadi
yang
berangkat ke luar Negeri. Hal ini dikemukakan
oleh staf khusus BNP2TKI.

human trafficking TKI

penyumbang tenaga kerja ilegal
Demikian kasus
asal NTT sampai
dengan agustus tahun 2016 belum menjadi
hal yang serius oleh pemerintah Nusa
Teggara Timur. Berdasarkan catatan LSM
Rumah Per uan pada 26 agustus 2016
terdapat 27 tenaga kerja wanita (TKW) asal
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di
pulangkan dari Malaysia dengan tubuh penuh
jahitan dengan kuat dugaan mereka menjadi

korban perdagangan organ tubuh manusia.

Pembentukan perda Nomor 7 Tahun
2016 tentang pelayanan dan pengawasan
tenaga kerja Indonesia pastinya sudah
melewati berbagai proses yang panjang, baik
itu pembahasan di dalam rapat fraksi , rapat
komisi dan sampai pada pengesahan di
sidang paripurna. Di dalam proses ini setiap
fraksi memiliki kepentingan pada perda ini
baik partai,
ataumasyarakat. Dalam hal ini komisi V yang
untuk

kepentingan golongan,

memiliki  tugas membahas dan

mengajukan perda tentang ketenagaan kerja.
Komisi V di periode 2014-2019 di ketuai oleh




Jimmi Sianto dari fraksi partai Hanura, dari
ketuju keterwakilan perempuan di periode
2014-2019 terdapat satu perempuan di
dalam fraksi Hanura yaitu Angela Mercy

Piwung, SH.

Sudah empat perda yang disahkan
pada tahun 2016 oleh DPRD provinsi NTT. Ke
empat perda tersebut menjadi point prioritas
DPRD dalam mengatasi permasalahan yang
terjadi di NTT. Dalam kasus tenaga kerja
asala NTT yang

seringkali mengalami

penyiksaan di luar negeri menjadi dasar
terbentuknya perda Nomor 7 tahun 2016
tentang pelayanan dan pengawasan tenaga

kerja Indonesia.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas,

yang
hendak penulis angkat adalah bagaimana

penulis mengemukakan masalah

keterlibatan anggota DPRD perempuan
Provinsi NTT dalam proses legislasi Perda
Nomor 7 Tahun 20167

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengatahui pemahaman anggota DPRD
NTT dalam

pembahasan Perda nomor 7 Tahun 2016 dan

perempuan  provinsi rapat
untuk mengetahui
DPRD
memperjuangkan

Provinsi NTT.

sejauh mana anggota

perempuan mengerti dan

kesetaraan Gender di

2. KAJIAN PUSTAKA

Penulis menggunakan sumber
lapangan dan menggunakan beberapa kajian
pustaka sebagai acuan pembanding. Menurut

tinjauan penulis, proposal yang menjelaskan

secara khusus tentang peran anggota DPRD
perempuan dalam pengambilan kebijakan
secara umum telah banyak diteliti atau ditulis
oleh peneliti lain.

Pertama, dalam jurnal yang ditulis
oleh Adrianus Jacobus’peranan anggota
Dewan perwakilan Rakyat Daerah perempuan
dalam merespon kepentingan perempuan di
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro'menyatakan bahwa pemberdayaan
kaum perempﬁm dan pemenuhan hak-
haknya masih dimarginalkan, oleh sebab itu
perhatian lembaga-lembaga terkait tanaksud
lembaga Dewan Perwakilan Rakyat membuat
regulasi-regulasi dan anggaran pendukung
dalam memperjuangkan kepentingan

di DPRD

Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan

rempuan. Penelitiandilakukan

tujuan untuk mengetahui peran anggotawang
mewakili kaum perempuan DPRD dalam
hak
perempuan di Kabupaten Siau Tagulandang
kualitatif
melalui wawancara dengan informan vyaitu

Rakyat

memperjuangkan kepentingan dan

iaro. Jenis penelitian, metode

anggota Dewan Perwakilan
Perempuan.

Kedua, didalam skripsi Lisa Aminatul
Mukaromah yang berjudul “ perempuan dalam
RUUK di Diy”

menyatakan bahwa perempuan Indonesia

legislasi RD  Provinsi
mempunyai landasan hukum yang kuat akan
hak-haknya terlibat dalam bidang politik dan
lembaga politik formal dengan lzaki-laki. Masih
ditemui banyak keterbatasan yaitu nilai-aai
budaya, rendahnya pemahaman, dan
pemberdayaan perempuan akan pendidikan
politik. Terkait masalah keterlibatan
perempuan di dunia politik, maka dalam

skripsi ini penulis melakukan penelitian lebih




lanjut permasalahan peran perempuan dalam
parlelem yang mengambil lokasi penelitian di
DPRD Provinsi DIY yang mengulas peran
anggota dewan perempuan periode 2009-
2014 dalam proses legislasi Rancangan
Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY.
Ketiga, dalam skripsi Rahma Dewi
yang berjudul “ fungsi anggola legislatif di
DPRD Kota Enjungpr‘nang periode 2009-
2014".Fungsi

anggota legislatif merupakan

individu maupun kelompok orang yang
menduduki badan legislatif (DPRD) yang
mewakili masyarakat untuk menjalankan

fungsinya. Penelitian ini penulis mengambil
judul fungsi anggota legislatif perempuan di
DPRD kota Tanjungpinang periode 2009-
2014. Fungsi yang dimaksud fungsi legislasi,
penganggaran, dan pengawasan.
menggunakan teori fungsi anggota legislatif
pada buku Profesor. Miriam Budiarjo yang
berjudul “Dasar-Dasar Iimu Politik”. Dengan

menggunakan pendekatan metode kualitatif..

Feminis Liberal

Teori Feminis Liberal, pertama kali
dirumuskan oleh Merry Wollstonecraft (1759-
1799) dalam tulisan ‘the vindication of the
right of women” dan John stuart Mill dalam
tulisannya “the subjection of women" kemudia
Betty Frei dalam tulisannya ‘the feminim

Mystigue” dan“The second state”.

Akar pemikiran muncuaya aliran
Liberal

perempuan yang tidak bebas menentukan

Feminis adalah  pengalaman

hidup. Sejak lahir perempuan dalam keluarga,
pribadi perempuan sudah diatur bergantung
kepada Bapak, suami dan laki-laki lainnya.
Negara juga

mengontrol setiap pribadi

Dalih
perempuan”, yang jutru membuat tidak bebas

perempuan. “melindungi  kaum

secara individu.

Liberal

menyadarkan perempuan bahwa mereka

Gerakan  feminis ingin
adalah kaum yang tertindas oleh laki-laki.

Feminis liberal menginginkan perempuan
untuk ke sektor publik dan tidak bergantung
kepada kaum laki-laki, sehingga perempuan
dapat mengekspresikan potensi diri mereka
pada sektor publik, dengan memberikan
peluang kebebasan secara penuh kepada
perempuan maka akan berpengaruh terhadap
dan

kurangnya penindasan, diskriminasi

ketidakadilan terhadap perempuan baik di
yang
selama ini terjadi karena masih melekatnya

bidang politik, sosial dan ekonomi

budaya patriarki dilingkungan masyarakat

sehingga sebagian  masyarakat masi
menganggap bahwa perempuan sebagai

kaum yang berada dibawah laki-laki.

Gerakan Feminis Liberal menjadi
acuan bagi para perempuan Nusa Tenggara
Timur untuk terlibat dalam lembaga Legislatif
agar perempuan perempuan tidak lagi
menjadi rendah dibawa laki-laki, selain itu

juga undang-undang yang mengatur tentang

30% keterwakilan perempuan di Leislatif
mampu membuat  perempuan untuk
mengekspresikan potensi mereka pada

segala bidang yang di kuasai. Sama seperti
DPRD

juga
mendapatkan

definisi gerakan feminis Liberal,

perempuan Nusa tenggara Timur

menginginkan  perempuan

kebebasan dan dapat mengekspresikan

potensi mereka. Khususnya dalam perda

tentang pelayanan dan pengawasan tenaga




kerja Indonesia, peran dan pemaham anggota
DPRD perempuan unuk mengatasi masalah

ini dalam mengeluarkan kebijakan.

Repres&’ntasi Politik

Menurut Micheal Saward dalam buku
governance and transformation, secara umum
seorang wakil
yang
bertindak atas nama orang lain (yang tidak

dianggap sebagai seorang

berdiri  mengatasnamakan  atau
hadir). Mengambil peran sebagai delegasi
yang bertindak berdasarkan keinginan yang di
ekspresikan oleh pihak di wakili atau sebagai
yang bertindak

berdasarkan apa yang di pandang seﬁgai

trustee  (kepercayaan),
kepentingan dari yang di wakili. Peran wakil
dalam representasi politik menjadi sangat

penting bagi masyarakat yang diwakilinya.

Keterwakilan pada dasarnya
mengatahui apa yang menjadi perjuangan
dari pada yang diwakilinya. Seperti halnya di
DPRD provinsi

keterwakilan

Nusa Tenggara Timur

Perempuan dalam
memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi
masyarakat yang diwakili. Kedua keterwakilan

perempuan ini mempunyai beban atau tugas

secara alamia untuk  menyampaikan
perjuangan dari masyarakat NTT dalam
mengatasi permasalahan didalam

ketenagakeja NTT vyang bekerja di Luar

Negeri.

Rasional Komperhensif

Teori pengambiln keputusan yang
biasa digunakan dan diterima oleh banyak
kalangan adalah teori rasional komprehensif
Hoogerwerf dalam bukunya (Islamyj%&ﬁ},

yang di kutip dari jurnal morinforent. Teori

rasional komprehensif ini menuntut hal-hal
yang tidak rasional dalam diri pengambilan

keputusan.

Dalam proses ini banyak hal yang
harus di pertimbangkan dalam pembuatan
atau kebijakan

pengambilan tentang

permasalahan ketenagakerjaan, sebab
banyak faktor yang harus dipertimbangkan
baik itu informasi yang di dapat biaya yang
akan dikeluarkan dan kepentingan nilai-nilai
yang ada pada masyarakat Nusa Tenggara
Timur. Proses ini menjadi persoalan sendiri
bagi Ngota DPRD komis V khususnya kedua
keterwakilan perempuan dalam pembuatan

perda.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif kualitatif dimana akan
menjelaskan peran anggota komisi lima
DPRD Provinsi NTT dalam prs legislasi
Perda Nomor 7 Tahun 2016. Sumber data
penelitiandikategorikan menjadi dua yaitu
data

ﬁ(under.teknik pengambilan sampling yakni

sumber data primer dan sumber
purposive sampling. Purposive sampling
adalah teknik penentuan sampel

tertentu

dengan
pertimbapgan dari
peneliti.pengumpulan data dilakukan secara
wawancara, teknik
dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di DPRD

Provinsi NTT.

observasi, dan

Kerangka Alur Berpikir

Kerangka berpikir penulis
menguraikan alur atau pola berfikir yang

dilakukan oleh penulis demikian




Pemahaman Gender DPRD
Perempuan Provinsi NTT

] [ Legislasi

Perda Nomor 7
Thn 2016
“Pelayanan dan

Feminis
Liberal

Pengawasan
Tenaga Kerja
Indonesia™

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Objek Penelitian
Pada saat kemerdekaan Indonesia,
Provinsi Sunda Kecilyang beribukota di kota
Singarﬁ(ﬁali), kini Provinsi Sunda kecil ini
sudah menjadi tiga Provinsi yaitu; Bali, NTB
dan NTT. Setelﬁemekaran,Pravinsi Nusa
Tenggara Timur terletak di bagian tenggara
Indonesia. Provinsi ini terdiri dari berbagai
Pulau besar, antara lain Pulau Flores, Pulau
Sumba, Pulau

Pulau Timor, Pulau Alor,

lembata, Pulau Sabu, Pulau Rote, Pulau
komodo dan masih banyak Pulau-Pulau kecil
lainnya. lbu kota Provinsi Nusa Tenggara

Timur berada di kota kupang.

Populasi peﬁluduk di Provinsi Nusa
adalah 4.683.827
dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar
2.07%, Iaki-lahsebanyak 2.326.487 jiwadan
2.357.340
penduduk di Nusa Tenggara Timur sebesar

Tenggara Timur jiwa

perempuan jiwa. Kepadatan

96jiwalkm2, dengan presentasi penduduk

yang tinggal di perkotaan kurang lebih 20%

dan sisanya sebesar 80% mendiami

wilayahpedesaan. Rincian presentase
“percayaan di Nusa Tengga Timur; khatolik
54,14%, Protestan 34,74%, Islam 9,05%,
Hindu 0,11%, Budha 0,1% dan sebanyak

1,73% menganut kepercayaan lain.

Legislasi Perda Nomor 7 Tahun 2016
dan Keterwakilan Perempuan

Kini pewpuan sering dijumpai pada
sektor publik ekonomi,
telah
legislatif maupun eksekutif. Dalam memenuhi

politk dan sosial.

Perempuan menduduki  lembaga
kuota 30% keterwakilan perempuan dalam
dunia politik menjadi sangat sulit untuk
éoenuhi oleh partai politik. Partai politik
menempatkan perempuan dalam pemenuhan
kuota secara formalitas bukan sebagai
peningkatan aktualisasi perempuan dalam
ah politik. Salah satu konsep yang
adalah harus

ditawarkan Perempuan

berkiprah di wilayah domestik maupun publik.

Seperti seharusnya tugas DPRD
yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan. Dalam pembahasan perda

Nomor 7 Tahun 2016 kedua keterwakilan

perempuan yang mewakili perempuan-
perempuan NTT mampu menjadi keterwakilan
yang di harapkan oleh yang di wakili. Ini di
Politik

menurut Micheal Saward dalam governance

ktikan dalam teori Representasi

and transformationmenyatakan; ‘“secara

umum seorang wakil di anggap sebagai
seorang yang berdiri mengatasnamakan atau
bertindak atas nama orang lain (yang tidak
hadir).

delegasi

Mereka melakukannya
yang  bertindak

keinginan yang di ekspresikan oleh pihak di

sebagai

berdasarkan




wakili atau sebagai trustee (kepercayaan),
yang bertindak berdasarkan apa yang di
pandang sebagai kepentingan dari yang di
wakili. Peran seorang wakil dalam
representasi politik menjadi sangat penting

bagi masyarakat yang diwakilinya.”

Gender dalam Proses Pembentukan
Perda Nomor 7 tahun 2016

Peneliti akan melihat dari sisi LSM,
Media, aktifis

bagaimana mereka melihat kinerja dan

dan perempuan  Timor
keterlibatan kedua keterwakilan perempuan
ini dalam setiap memperjuangkan kesetaraan
dan hak-hak perempuan didalam bidang
tenagakerja yang selama ini kita tahu banyak
sekali permasalahan. Sering terjadinya kasus
tenaga kerja asal NTT di Luar Negeri menjadi
sorotan yang serius bagi LSM, Media, dan
aktifis untuk

permasalahan ini. Perjuangan ketiga lembaga

perempuan mengatasi

ini  pada akhirnya bergantung pada
keterwakilan perempuan di komisi V, yang
dalam hal ini membahas dan menangani
dinas ketenagakerja. penulis dapat
mewancarai ibu Ansy D. Rihi Dara, SH
sebagai ketua LSM (LBH-APIK) dan Media
Timor yang sering membahas dan mengeritik
tentang ketidak adilan perempuan Nusa
Tenggara Timur didalam dunia kerja.

yang

pemahaman

Sebagaimana terjadi pada

persoalan Gender anggota
DPRD perempuan Nusa Tenggara Timur
dalam pembahasan perda menyangkut
ketenagﬁ(erjaan, Dalam teori Feminis Liberal
adalah pengalaman perempuan yang tidak
bebas menentukan hidup sejak lahir dalam
keluarga. Pribadi perempuan sudah diatur

bergantung kepada Bapak, suami atau laki-

laki lainnya. Bahkan Negara juga mengontrol
setiap pribadi perempuan. Dalih “melindungi
kaum perempuan”, yang jutru perempuan
tidak bebas. Gerakan feminis Liberal ingin
menyadarkan perempuan bahwa mereka
adalah kaum yang tertindas oleh laki-laki.
Feminis liberal menginginkan perempuan
untuk ke sektor publik dan tidak bergantung
kepada kaum laki-laki, sehingga perempuan
dapat mengekspresikan potensi diri mereka
pada sektor publik, dengan memberikan
peluang kebebasan secara penuh kepada
perempuan maka akan berpengaruh terhadap
dan

kurangnya penindasan, diskriminasi

ketidakadilan terhadap perempuan baik di
yang
selama ini terjadi karena masih melekatnya

bidang politik, sosial dan ekonomi

budaya patriarki dilingkungan masyarakat

sehingga sebagian masyarakat masi
menganggap bahwa perempuan sebagai

kaum yang berada dibawah laki-laki.

Analisis Temuan

Pada hasil penelitian diatas, penulis
menemukan point-point yang sesui dengan
konsep dan teori dalam penelitian ini dan
dijabarkan pada Bab [l. Berikut penjabaran
analisis hasil temuan dalam penelitian yang
dilakukan penulis :

Meningkatkan keterwakilan mpuan
kian menguat setelah keluarnya UU No. 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam satu
pasalnya mewajibkan kepengurusan dalam
tiap partai politik harus mencaklﬁ’jﬂ persen
perempuan. ldealnya, satu karena ada
ketertarikan dari

Kedua, memang ada faktor akomodasi partai

perempuan itu sendiri.

politik. Ketiga, di dorong oleh regulasinya.




Selain belum mencapai 30 persen anggota
DPRD perempuan, lemahnya keterwakilan
kaum hawa di lembaga pembuat Undang-
Undang ini terlihat dari jumlah anggota DPRD

Nusa Tenggara Timur yang hanya tujuh.

Dewan Perwakilan Rakyat
DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur lebih
khususnya komisi V membawahi bidang
transmigrasi dan tenaga kerja, pendidikan
seni dan budaya, pemuda dan olaraga,
kesehatan dan rumah sakit, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, sosial,
daerah,

agama, perpustakaan

penanggulangan bencana, narkoba dan
HIVIAIDS, komisi V juga memiliki mitra kerja
dengan beberapa dinas pemerintahﬂitu
Dinaspendidikan dan kebudayaan, Dinas

kesehatan, Dinas tenaga kerja dan
transmigrasi, Dinas sosial, Dinas pemuda dan
Olaraga, Badan perpustakaan daerah, Badan
pemberdayaan Perempuan dan perlidungan
anak, RSUD. Prof DR. W.Z Johanes Kupang,
dan Badan penanggulangan bencana

Kasus tenaga kerja yang semakin
tinggi tiap tahunnya didalam Negeri maupun
di Luar Negeri menjadi suatu masalah serius
yang harus ditanggulangi dalam hal ini

pemerintah  baik itu legislatif ataupun
eksekutif. Kasus yang terkait dengan tenaga
kerja langsung ditanggapi oleh DPRD Provinsi
Nusa Tenggara Timur khusunya komisi V
yang menangani masalah ini dengan mitra
kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
telah mengeluarkan perda Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan
Tenaga Kerja Indonesia. Kerja sama antara
badan legislatif dan Eksekutuf di Provinsi

Nusa Tenggara Timur sangat baik dan

mengahasilkan suatu produk yang berdampak
kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur.

V di periode 2014-2019

tiga belas anggota didalamnya

Komisi
memiliki
terdapat tiga keterwakilan perempuan dari
partai yang berbeda yaitu Partai Demokrasi
Partai

Indonesia perjuangan, Kebangkitan

Banggsa, dan Partai Nasional Demokrat.
Pada waktu pembahasan Perda tentang
Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja
pada tahun 2016 formasi di dalam komisi V
tidak seperti di tahun 2017, terjadi pergantian
anggota komis seperti ibu Aleta Baun yang
dulu menjabat komisi V namun dipindahkan

ke komisi lll oleh fraksi Kebangkitan Banggsa

dengan alasan tidak ada keterwakilan
perempuan di dalam komisi Ill, dan formasi
komisi V saat ini hanya tinggal dua
keterwakilan perempuan.

Pembahasan perda tentang

Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja
pada saat 2016 menjadi suatu pembahasan
dan pengajuan dari fraksi Demokrat untuk
menjawab dari keluhan masyarakat yang
sering kali menjadi korban tenaga kerja.
Pimpinan komisi V pada saat pembahasan
Perda ini yaitu dari fraksi Demokrat pak
Winston Rondo, beliau adalah seorang aktifis

pemuda GMIT (Gereja Masehi Injil Di Timor)

Dari hasil penelitian peran anggota
DPRD Perempuan di

memperjuangkan aspirasi perempuan dﬁ

komisi V vyang
hak-hak perempuan dalam dunia kerja di
Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan baik,
dilihat dari hasil yang di hasilkan dalam komisi
V vyaitu perda tentang ‘“pelayanan dan

pengawasan tenaga kerja  Indonesia,




walaupun dalam hal ini kedua keterwakilan
perempuan harus memberi tenaga yang
ekstra memperjuangkan hak-hak perempuan
pada saat pembahasan perda tersebut,
namun disisi lain kepentingan partai juga
harus di pertimbangkan dalam
memperjuangkan aspirasi perempuan Nusa

Tenggara Timur,

Anggota DPRD perempuan Provinsi
Nusa Tenggara Timur secara kuantitas jumlah
mereka jauh dari 30%, namun secara kualitas
keterwakilan perempuan telah menunjukan
peran dan pemahamannya dalam merespon
kepentingan—kepentingan  perempuan  di
DPRD Nusa Tenggara Timur. Keterwakilan
DPRD periode ini turut

kepentingan perempuan

perempuan di

memperjuangkan
dalam proses legislasi terbentuknya perda
“pelayanan an pengawasan tenaga kerja
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016". Hubungan
antara DPRD dengan Lembaga pemerhati
perempuan serta LSM APIK yang membantu
masalah hukum terkait dengan perempuan.

Peran serta perjuangan keterwakilan
perempuan didalam komisi V tidak sendiri
sebab anggota DPRD laki-laki juga merespon
apa yang menjadi perjuaangan keterwakilan
perempuan tersebut. Kepentingan partai
politik sepertinya tidak ada pada pembahasan
perda tentang “pelayanan dan wawasan
tenaga kerja’, kasus tenaga kerja yang sering
terjadi di luar Negeri maupun di dalam Negeri
dilihat sebagai satu masalah serius oleh
DPRD Povonsi Nusa Tenggara Timur dalam

hal ini komisi V.

Dari hasil penelitian, peran anggota
DPRD Perempuan Provinsi Nusa Tenggara

Timur memperjuangkan aspirasi perempuan
secara keseluruhan berjalan baik, dari Perda
yang dikeluarkan, namun ada yang harus
diperbaiki, dan yang menjadi kendala utama
adalah masalah penyedian dana untuk
program perempuan contohnya dalam kerja
sama  dengan Dinas Pemberdayaan
perempuan Nusa Tenggara Timur yang hanya
sedikit dapat dana dalam melaksanakan
yang terkait

perempuan dan anak Nusa Tenggara Timur.

program-program dengan

Hadirnya tiga Perempuan anggota
DPRD Povinsi Nusa Tenggara Timur dalam
pembahasan perda tentang Pelayanan dan
Pengawasan tenaga Kerja sudah
membuktikan pemahaman dan perjuangan
hak-hak dalam proses penyusunan anggaran
kepentingan perempuan dan para tenaga
kerja asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja
di Luar

sebagai pengambil kebijakan, fungsi legislasi,

negeri. Keterwakilan perempuan

anggaran dan monitoring akan sangat
berdampak dalam perkembangan perubahan
bagi kemajuan. Kerja sama antara anggota
DPRD perempuan di dalam komisi V dengan
LSM

perempuan merupakan bentuk keterbukaan

berbagai aktivis perempuan dan
diri dari anggota DPRD perempuan. Kerja
sama ini juga bukan hanya dengan komisi V
namun ketujuh keterwakilan perempuan ini
sangat membuka diri dengan berbagai pihak
yang memperjuangkan hak-hak perempuan
baik di politk dan di

menunjukan arti

dunia kerja, ini

penting dari pihak lain

melihat ketujuh keterwakilan ini di parlamen.

5. KESIMPULAN




Berdasarkan hasil penelitian
dilapangan dan observasi yang di lakukan
Bab IV

pembahasan, maka penulis dapat mengambil

penulis berdasakan pemaparan

kesempulan dari penelitan ini yaitu, peran
dan pemahaman dua Anggota perempuan
DPRD  Provinsi

khususnya di

Nusa Tenggara Timur
komisi
Perda

pengawasan tenaga kerja Indonesia” Nomor 7

V dalam proses

pembentukan “pelayanan dan

Tahun 2016, sudah memahami sesuai
dengan tugas dan perannya di dalam
melaksanakan  tugas Legislatif,  yaitu

bagaimana para pekerja dapat di lindungi oleh
perda tersebut dan hak-hak tenaga keja, tidak
di singkirkan namun para pekerja dapat
bekerja dengan aman dan juga mendapatkan
apa yang menjadi upah para pekerja dengan
semestinya.

Berdasarkan penelitian ini peneliti
mengatahui pemahaman perempuan di dalam
komisi V  sudah memahami tentang
kesetaraan Gender. jumlah yang hanya dua
orang dari tiga belas anggota komisi V
untuk

perempuan di dalam komisi V. Perbandingan

menjadi  tantangan keterwakilan
yang sangat jauh membuat dua anggota
DPRD ini terkadang harus maksimal dalam
memberi pengaruh pemahaman kepada kaum
Adam yang berada dalam komisi V . Kedua
keterwakilan ini hanya melaksanakan tugas
dari keterwakilan di dalam Komisi V ketika
masalah di masyarakat dan di bahas dalam
komisi yang terkait dengan perempuan atau
ketidak setaraanlaki-laki dan perempuan,

dengan demikian keterlibatan dan

pemahaman dua perempuan anggota DPRD

Provinsi MNusa Tenggara Timur sudah

melaksanakan tugas mereka sebagai

keterwakilan sepenuhnya didalam parlamen,
dan Ini dibuktikan dengan keluarnya Perda
Nomor 7 tahun 2016 tentang Pelayanan dan
Pengawasan Tenaga kerja Indonesia.
Permasalahan Jumlah keterwakilan
perempuan di DPRD Provinsi Nusa Tenggara
Timur juga menjadi salah satu faktor dalam
menjalankan tugas DPRD sebagai legislasi,
anggaran, dan pengawasan. Dari keseluruhan
jumlah anggota DPRD periode 2014-2019
yang hanya

keterwakilan perempuan. Perbandingan yang

mana terdapat  ketuju

sangat jauh dengan jumlah laki-laki sangat

berpengaruh dalam kinerja dari tujuh

keterwakilan ini.
tidak
dalam permasalahan

Peran
dibutuhkan
namun

Perempuan saja
politik,
juga pemegang kendali dalam
keluarga untuk membentuk dan penyambung
pemahaman Gender bhagi keluarga sejatera
terutama membentuk karakter anak untuk
generasi Bangsa dan Negara, karena anak
adalah generasi Bangsa yang harus di bentuk
karakter mereka agar tidak tejadi bias Gender

dimasa yang akan datang.
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